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ABSTRAK 
 
WENAN RENMAUR (B111 10 271), “Analisis Kriminologis Terhadap 
Kejahatan Menyimpan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha 
Penyimpanan” (Studi Kasus di Kabupaten Maros Tahun 2012-2013) di 
bawah bimbingan Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. (selaku pembimbing I) 
dan Haeranah, S.H., M.H. (selaku pembimbing II).  
Penelitian ini bertujuan antara lain untuk mengetahui dan memahami 
tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan menyimpan BBM 
tanpa izin usaha penyimpanan di Kabupaten Maros. Dan untuk 
mengetahui dan memahami tentang upaya yang dilakukan Kepolisian 
Resort Maros dalam menanggulangi kejahatan menyimpan BBM tanpa 
izin Usaha penyimpanan. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dengan 
memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu 
Kepolisian Resort Maros. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian 
lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu 
data primer dan data sekunder. Termasuk data yang diambil secara 
langsung dari Kepolisian Resort Maros, selain itu wawancara langsung 
dengan pihak kepolisian yang menyelidiki dan menyidik kejahatan dan 
para pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Disamping itu penelitian 
kepustakaan juga dilakukan oleh penulis dengan mengkaji dan 
menganalisis dan mencari referensi, perundang-undangan, artikel dan 
sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian yang 
kemudian dikaji dan dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif dan 
disajikan secara deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan Pertama, Faktor-faktor 
penyebab terjadinya kejahatan menyimpan BBM tanpa izin usaha 
penyimpanan di Kabupaten Maros yaitu: faktor kurangnya pemberitahuan 
kepada masyarakat tentang undang-undang minyak dan gas bumi dan 
aturan terkait bahan bakar minyak, faktor ekonomi , dan faktor kurangnya 
kontrol keluarga. Kesimpulan Kedua Kepolisian Resort Maros dalam 
menanggulangi kejahatan menyimpan BBM tanpa izin usaha 
penyimpanan pada tahun 2012-2013, melakukan serangkaian upaya 
penanggulangan : penyuluhan, pemantauan di sekitar stasiun pengisian 
bahan bakar umum, patroli oleh Bagian Bimbingan Keamanan dan 
Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resort Maros, dan penegakan hukum 
bagi pelaku. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar  Belakang Masalah 
Pembangunan di segala bidang merupakan hal yang penting untuk 
mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan 
banyaknya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam menjalani 
kehidupannya. Semakin banyak pembangunan dalam masyarakat maka 
semakin banyak kebutuhan masyarakat yang terpenuhi. Untuk itu, 
pembangunan harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat 
dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan. 
Pembangunan di bidang hukum merupakan salah satu pembangunan 
yang mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dalam masyarakat. Kebutuhan 
masyarakat di bidang hukum cenderung akan tertuju kepada kepastian 
hak dan kewajiban untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat 
sehingga memudahkan terlaksananya kesejahteraan dalam kehidupan 
masyarakat.  
Salah satu pembangunan di bidang hukum yaitu terbentuknya 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi           
(yang selanjutnya disingkat UUMGB) . Minyak dan gas bumi merupakan 
sumber daya alam tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara. Minyak 
dan gas bumi merupakan komoditas yang juga menguasai hajat hidup 
orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian. 
Dengan adanya UUMGB, hukum diharapkan dapat secara maksimal 
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memberikan kepastian, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat 
dalam hal pengelolaan minyak dan gas bumi. 
Sehubungan dengan UUMGB sebagai hukum yang harus berkembang 
mengikuti masyarakat. Tentunya, hukum yang adalah juga UUMGB ini 
harus dilihat sebagai sebuah sistem hukum. Sehubungan dengan itu 
Lawrence M. Friedman yang diuraikan oleh Achmad Ali menyatakan 
didalam sistem hukum senantiasa terdapat tiga komponen, masing-
masing :  (a) struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum 
yang ada beserta aparatnya mencakupi antara lain kepolisian dengan 
para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan denga para 
hakimnya, dan lain-lain; (b)nsubstansi hukum, yaitu keseluruhan aturan 
hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang 
tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan; (c) kultur hukum, yaitu opini-
opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-
kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak 
hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai 
fenomena yang berkaitan dengan hukum.1 
Sehingga bukan hanya aturannya saja yang menyesuaikan dengan 
perkembangan masyarakat, melainkan juga keseluruhan institusi-institusi 
hukum yang ada berserta aparatnya dan juga kebiasaan-kebiasaan dari 
para penegak hukum maupun dari warga masyarakat dalam menerapkan 
hukum. 
                                                          
1
 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 
Prudence) Termasuk Interpretasi undang-undang (Legisprudence) (Volume 1,  Jakarta, 2009), hal. 
203-204. 
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Dalam pelaksanaan UUMGB masih terdapat perbuatan melawan 
hukum. Salah satu bentuk perbuatan yang melawan hukum di bidang 
minyak dan gas bumi yang terjadi di kehidupan bermasyarakat adalah 
perbuatan penyimpanan bahan bakar minyak (yang selanjutnya di singkat 
BBM) tanpa izin usaha penyimpanan. Perbuatan ini melawan pasal 53 
huruf c UUMGB.  
Pada kenyataannya, berita pada media elektronik menunjukan bahwa 
terjadi perbuatan penyimpanan BBM tanpa izin usaha penyimpanan di 
Kabupaten Maros. Yang mana salah satu  perbuatan penyimpanan BBM 
tanpa izin usaha penyimpanan dilakukan dengan menggunakan mobil 
yang tangkinya termodifikasi, seperti termuat dalam koran elektronik  
Sindonews.com, perbuatan ini terungkap melalui aparat Kepolisian Sektor 
Turikale setelah mengamankan satu unit mobil jenis mitsubishi kuda 
dengan nomor plat DD 1161 DK yang  tangki mobilnya telah dimodifikasi 
untuk menampung 400 liter BBM jenis solar, pengisian BBM jenis solar 
dengan kapasitas 400 liter dilakukan oleh pelaku di stasiun pengisian 
bahan bakar umum    (yang selanjutnya disingkat SPBU) Butta Toa, 
pelaku melakukan penyimpanan BBM jenis solar tanpa izin penyimpanan 
pada tangki yang termodifikasi, sekitar pukul 06.00 wita, Senin 
(17/6/2013), pelaku mengaku melakukan kecurangan ini untuk membantu 
nelayan di Desa Tangaparang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.2  
                                                          
2
Najmi Limonu, “mobil  kuda ini mampu tenggak 400 liter solar“, 
http://nasional.sindonews.com/read/2013/06/17/25/750702/  ( diakses pada hari Selasa 7 Januari 
2014 pukul 11.10 wita). 
4 
 
Melihat fakta yang ada, penegakan UUMGB belum terlaksana dengan 
baik. Para penyimpan bahan bakar minyak masih sering melakukan 
penyimpanan bahan bakar tanpa izin usaha penyimpanan, hal ini terbukti 
dengan adanya perbuatan menyimpan bahan bakar minyak tanpa izin 
usaha penyimpanan yang terjadi di Kabupaten Maros. Padahal, 
menyimpan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan ini jelas 
merupakan suatu perbuatan yang ditentukan oleh sistem pemerintahan 
Indonesia sebagai kejahatan berdasarkan UUMGB.  
Kejahatan dapat ditentukan oleh reaksi dalam masyarakat. Raharjo 
Mengatakan : “Kejahatan sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan 
Lacassagne bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan 
jasanya”.3 Lebih lanjut, Maskun mengatakan : “Hal ini disebabkan 
kejahatan merupakan salah satu fitrah manusia yang ada pada diri 
manusia itu sendiri ”. 4 
Perilaku jahat dipengaruhi oleh faktor dari luar dari dalam diri individu. 
Kohlberg yang dikutip oleh Noach mengatakan bahwa  perilaku jahat 
manusia itu ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :5 
(1) Faktor pendorong, keinginan yang datang dari dalam diri 
manusia sendiri yang menuntut untuk dipenuhi egoisme dan 
rangsangan-rangsangan yang datang dari luar;  
                                                          
3
Agus Raharjo, Ciber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan 
Berteknologi, (Bandung, 2002), hal. 29. 
4
Maskun, Kejahatan Siber Suatu Pengatar (dilengkapi UU No. 11 Tahun 2008) (Makassar, 
2010), hal. 41. 
5
 Muhadar,  Korban Pembebasan Tanah Perspektif  Viktimologis (Jogjakarta, 2013),      
hal. 30-31. 
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(2) Faktor penghambat, kendali dari dalam diri sendiri (moral) dan 
kontrol dari masyarakat luar, ancaman dan hukuman dan      
lain-lain. 
 
Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, seyogyanya suatu aturan tidak 
boleh di lawan, namun kenyataannya UUMGB telah dilawan oleh para 
pelaku penyimpan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan, 
sehingga perlu diteliti dan diketahui bagaimanakah upaya kepolisian untuk 
menanggulangi perbuatan menyimpan bahan bakar minyak tanpa izin 
usaha penyimpanan, namun perlu terlebih dahulu diketahui faktor-faktor 
penyebab terjadinya perbuatan menyimpan bahan bakar minyak tanpa 
izin usaha penyimpanan. Oleh karena itu, terdapat rasa ingin tahu dari 
penulis sehingga tertarik untuk meneliti hal ini dengan menyusun skripsi 
yang berjudul : “Analisis  Kriminologis terhadap Kejahatan 
Menyimpan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Penyimpanan”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan 
masalah yang diangkat oleh penulis pada penelitian dalam penulisan 
skripsi adalah sebagai berikut : 
1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan menyimpan 
BBM tanpa izin usaha penyimpanan di Kabupaten Maros ? 
2. Bagaimanakah upaya Kepolisian Resort Maros dalam 
menanggulangi kejahatan menyimpan BBM tanpa izin usaha 
penyimpanan di Kabupaten Maros? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian  
Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian dalam penulisan 
skripsi ini adalah :  
a. Untuk mengetahui dan memahami tentang faktor-faktor 
penyebab terjadinya kejahatan menyimpan BBM tanpa izin 
usaha penyimpanan di Kabupaten Maros. 
b. Untuk mengetahui dan memahami tentang upaya yang dilakukan 
Kepolisian Resort Maros dalam menanggulangi kejahatan 
menyimpan BBM tanpa izin Usaha penyimpanan. 
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2. Kegunaan penelitian 
Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi adalah : 
a. Memberikan kontribusi terhadap penyelesaian analisis 
kriminologi terhadap kejahatan menyimpan BBM tanpa izin 
usaha penyimpanan. 
b. Memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu tentang 
kejahatan dan penjahat. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kriminologi 
1. Defenisi Kriminologi 
Pada hakikatnya kriminologi mempunyai batasan sesuai dengan 
aspek yang digunakan. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan dari berbagai aspek.6 Istilah kriminologi 
pertama kali dipergunakan oleh Antropolog Perancis Paul Topinard 
dari kata Crimen (kejahatan/penjahat) dan logos ( ilmu pengetahuan). 
Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang 
kejahatan atau penjahat.7 
 Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi :  
Keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori 
atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan 
penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat 
terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.8 
 
 Wolfgang, Savitz dan Jhonston memberikan defenisi kriminologi 
yaitu sebagai :  
Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 
bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian 
tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan 
menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, 
keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor 
kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku 
kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.9 
                                                          
6
 A. S. Alam, Pengantar Kriminologi ( Makassar,  2010), hal. 1. 
7
 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi  ( Jakarta,  2007 ), 
hal. 84. 
8
 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa , Kriminologi ( Jakarta,  2011 ), hal. 12.  
9
 A. S. Alam, Op.cit., hal. 2. 
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Adapun beberapa sarjana terkemuka memberikan defenisi 
kriminologi sebagai batasan mengenai kriminologi.                             
W. A. Bonger: “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.10 Sehubungan dengan 
itu, J. Constant : “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menentukan faktor-faktor  yang menjadi sebab-musabab terjadinya 
kejahatan dan penjahat”.11 Selanjutnya, WME. Noach : “Kriminologi 
adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan 
tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-
akibatnya”.12 Batasan sehubungan dengan itu, Michael dan Adler 
berpendapat bahwa : “Kriminologi adalah keseluruhan keterangan 
mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka 
dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga 
penertib masyarakat ”.13 
 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Sehubungan dengan ruang lingkup kriminologi, A. S. Alam 
menguraikan dalam bukunya Pengantar Kriminologi (2010) bahwa 
ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:14 
a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making 
laws). 
b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of law); 
                                                          
10
 Ibid. 
11
 Ibid. 
12
 Ibid. 
13
 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op.Cit., hal.12. 
14
 A.S. Alam, Op. Cit., hal. 2. 
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c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the 
breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan 
kepada palanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga 
reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan (criminal prevention). 
 
Ruang lingkup kriminologi yang pertama yaitu proses pembuatan 
hukum pidana dan acara pidana. Yang dibahas dalam proses pembuatan 
hukum pidana (proses of making laws) adalah : 15 
(1) Defenisi kejahatan; 
(2) Unsur-unsur kejahatan; 
(3) Relatifitas pengertian kejahatan; 
(4) Penggolongan kejahatan; 
(5) Statistik kejahatan. 
 
Ruang lingkup kriminologi yang kedua yaitu etiologi kriminal 
(breaking laws). Yang dibahas dalam etiologi kriminal (breaking laws) 
adalah : 16 
(1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi; 
(2) Teori-teori kriminologi; 
(3) Berbagai perspektif kriminologi. 
 
Ruang lingkup yang ketiga yaitu reaksi terhadap pelanggaran 
hukum (reacting toward the breaking of law). Yang dibahas dalam reaksi 
terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum (reacting toward the breaking 
of law) adalah : 17 
(1) Teori-teori penghukuman; 
(2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik 
berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, dan rehabilitatif. 
                                                          
15
 Ibid. 
16
 Ibid. 
17
 Ibid. 
11 
 
 
3. Proses Kriminalisasi, Proses Dekriminalisasi, dan Proses 
Depenalisasi  
 
a. Proses Kriminalisasi  
Perbuatan yang semula dianggap bukan kejahatan dengan 
diproses melalui proses kriminalisasi akan dianggap sebagai 
kejahatan. Proses kriminalisasi adalah suatu proses dimana suatu 
perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, 
kemudian dikeluarkannya  perundang-undangan yang melarang 
perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi 
perbuatan jahat.18 
 
b. Proses Dekriminalisasi  
Perbuatan yang semula dianggap kejahatan dengan diproses 
melalui proses dekrirminalisasi akan dianggap bukan kejahatan. 
Proses dekriminalisasi adalah suatu proses dimana suatu 
perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam 
perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang menyangkut 
perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan dengan 
demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan.19 
c. Proses Depenalisasi  
Perbuatan yang semula dianggap kejahatan dan memiliki sanksi 
pidana melalui proses depenalisasi dianggap sebagai kejahatan 
yang tidak memiliki sanksi pidana. Pada proses depenalisasi sanksi 
                                                          
18
  Ibid., hal. 7. 
19
  Ibid., hal. 8. 
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negatif yang bersifat pidana dihilangkan dari suatu perilaku yang 
diancam pidana. Dalam hal ini hanya kualifikasi pidana yang 
dihilangkan, sedangkan sifat melawan atau melanggar hukum 
masih tetap dipertahankan.20   
 
4. Aliran-aliran dalam Kriminologi 
Aliran-aliran dalam kriminologi menunjukan pada perkembangan 
pikiran dasar dan konsep-konsep tentang kejahatan. Sehubungan 
dengan itu, dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan 
maka aliran dalam kriminologi dapat dibagi menjadi : 
a. Aliran spiritualisme : 
Aliran spiritualisme berhubungan dengan agama. Dalam 
penjelasan tentang kejahatan, spiritualisme memiliki perbedaan 
mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. 
Berbeda dengan teori-teori saat ini spiritualisme menfokuskan 
perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari 
Tuhan atau Dewa, dan keburukan yang datang dari setan. 
Seseorang yang melakukan kejahatan dipandang sebagai orang 
yang terkena bujukan setan.21 
 
 
 
 
                                                          
20
 Ibid., hal. 8-9. 
21
 Ibid., hal. 31. 
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b. Aliran naturalisme 
Dalam perkembangannya aliran naturalisme dapat dibagi 
menjadi beberapa aliran : 
(1) Aliran klasik 
Sebagaimana diuraikan oleh A.S. Alam dalam bukunya 
Pengantar Kriminologi (2010) bahwa landasan pemikiran 
aliran klasik adalah sebagai berikut :22 
(a) Individu dilahirkan dengan kehendak bebas (free will) 
hidup menentukan pilihannya sendiri; 
(b) Dalam bertingkah laku manusia memiliki kemampuan 
untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan 
keinginannya sendiri (hedonism); 
(c) Individu memiliki hak asasi diantaranya hak untuk hidup 
kebebasan dan memiliki kekayaan; 
(d) Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak 
tersebut sebagai hasil perjanjian sosial antara yang 
diperintah dan yang memerintah; 
(e) Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian 
dari hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan 
oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi 
kepentingan sebagian terbesar dari masyarakat; 
(f) Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian 
sosial, oleh karena itu kejahatan merupakan kejahatan 
moral; 
(g) Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu 
ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh 
karena itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah 
kejahatan dikemudian hari; 
(h) Setiap orang dianggap sama dimuka hukum, oleh 
karena itu seharusnya setiap orang diperlakukan sama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
22
 Ibid. hal. 32. 
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(2) Aliran positif 
Sebagaimana diuraikan oleh A.S. Alam dalam bukunya 
Pengantar Kriminologi (2010) bahwa landasan pemikiran 
aliran positif adalah sebagai berikut :23 
(a) Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat; 
(b) Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi 
dengan melakukan studi secara sistematis mengenai 
tingkah laku manusia; 
(c) Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi 
abnormalitas. Abnormalitas ini mungkin terletak pada 
diri individu atau juga pada lingkungannya; 
(d) Tanda-tanda  abnormalitas tersebut dapat 
dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal; 
(e) Abnormalitas tersebut dapat diperbaiki dan karenanya 
penjahat dapat diperbaiki; 
(f) Treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan 
penjahat, sehingga tujuan dan sanksi bukanlah 
menghukum melainkan memperlakukan atau membina 
pelaku kejahatan. 
 
(3) Aliran social defence 
Sebagaimana diuraikan oleh A.S. Alam dalam bukunya 
Pengantar Kriminologi (2010) bahwa arti social defence 
berbeda dengan yang dimaksud oleh tokoh aliran positif, 
yaitu:24 
(a) Social defence tidak bersifat deterministik; 
(b) Social defence menolak tipologi yang bersifat kaku 
tentang penjahat dan menitikberatkan pada keunikan 
kepribadian manusia; 
(c) Social defence meyakini sepenuhnya nilai-nilai moral; 
 
 
                                                          
23
 Ibid. hal. 33.  
24
 Ibid. hal. 34. 
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(d) Social defence menghargai sepenuhnya kewajiban-
kewajiban masyarakat terhadap penjahat. Dan 
mencoba menciptakan keseimbangan antara 
masyarakat. Dan mencoba menciptakan keseimbangan 
antara masyarakat dan penjahat serta menolak 
mempergunakan pendekatan yang bersifat security 
sebagai suatu alat administratif; 
(e) Sekalipun mempergunakan penemuan-penemuan ilmu 
pengetahuan namun social defence menolak dikuasai 
olehnya dan menggantikannya dengan sistem yang 
modern “politik kriminal”. 
 
B. Kejahatan  
1. Defenisi Kejahatan  
Defensisi kriminologi dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu 
sudut pandang hukum dan sudut pandang masyarakat. Sehubungan 
itu, A. S. Alam menjelaskan dalam bukunya Pengantar Kriminologi 
(2010) bahwa  defenisi kejahatan : 
Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from the legal 
point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana 
pun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak 
dilarang dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap 
sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.25  
Terkait defenisi pertama, A.S. Alam kemudian menguraikan 
defenisi kedua dari kejahatan yaitu : 
Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a Crime From the 
sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut 
pandang ini adalah : setiap perbuatan yang melanggar norma-
norma yang masih hidup di dalam masyarakat.26  
 
 
 
 
 
                                                          
25
  Ibid., hal. 16. 
26
  Ibid., hal. 17. 
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2. Unsur-unsur Pokok untuk Menyebut Suatu Perbuatan Sebagai 
Kejahatan  
 
Suatu perbuatan memiliki unsur-unsur pokok sehingga disebut 
kejahatan. A.S Alam memberikan pemahaman untuk menyebut suatu 
perbuatan sebagai kejahatan, ada tujuh unsur pokok yang saling 
berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah : 27 
(1) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm); 
(2) Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam kitab 
undang-undang hukum pidana (KUHP);  
(3) Harus ada perbuatan (Criminal Act);  
(4) Harus ada maksud jahat (Criminal intent);  
(5) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat; 
(6) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di 
dalam KUHP dengan perbuatan;  
(7) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan 
tersebut. 
 
C. Penyimpanan Bahan Bakar Minyak 
1. Defenisi Penyimpanan Bahan Bakar Minyak 
Defenisi penyimpanan termuat secara jelas dalam UUMGB. 
Didalam pasal„„1nangka 13 UUMGB yang menyatakan: “Penyimpanan 
adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan,dan 
pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi ”.28 
 
 
 
 
                                                          
27
 Ibid., hal. 18-19.   
28
 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22. Tahun 2001 tentang  Minyak dan 
Gas Bumi. pasal 1 angka 13. hal. 2. 
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Aturan hukum yang berlaku telah memuat defenisi kegiatan usaha 
penyimpanan BBM. Didalam pasal 12 huruf c Peraturan Pemerintah 
Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas 
Bumi. (yang selanjutnya disingkat PPKUH) menyatakan:  
Kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan 
penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran 
minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau 
hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan 
tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.29  
 
Defenisi BBM termuat dalam UUMGB. Menurut pasal 1 angka 4 
UUMGB  yaitu  “Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal 
dan/atau diolah dari minyak bumi”.30  
Bahan mentah yang menghasilkan BBM adalah minyak bumi. 
Pengertian minyak bumi yang lebih lengkap dapat dibaca dalam pasal 1 
ayat 1 UUMGB. Sehubungan dengan itu, minyak  bumi atau Crude oil 
adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi 
tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk 
aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan  bitumen yang diperoleh dan 
proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan 
hidrokanbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan 
yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. 31  
 
 
                                                          
29
 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak 
Dan Gas Bumi, pasal 12 huruf c hal 11. 
30
 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22. Tahun 2001 tentang  Minyak dan 
Gas Bumi. Pasal 1 angka 4. hal. 1. 
31
 Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia ( Jakarta, 2005), Hal. 230. 
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2. Komoditas Bahan Bakar Minyak yang Disimpan 
Komoditas BBM dapat didistribusikan untuk disimpan dan 
kemudian digunakan. Terkait komuditas BBM yang disimpan, 
sebagaimana diuraikan oleh aBadan Pengatur Hilir Migas Republik 
Indonesia, komuditas BBM tersebut sebagai berikut : 32 
(a) Avgas (aviation gasoline), bahan bakar minyak ini merupakan 
bahan bakar minyak jenis khusus yang dihasilkan dari fraksi 
minyak bumi. Avgas didisain untuk bahan bakar pesawat udara 
dengan tipe mesin sistem pembakaran dalam (internal 
combustion), mesin piston dengan sistem pengapian. performa 
bahan bakar minyak ini ditentukan dengan nilai octane number 
antara nilai dibawah 100 dan juga diatas nilai 100. nilai octane 
jenis avgas yang beredar di indonesia memiliki nilai 100/130; 
 
(b) Avtur (aviation turbine), bahan bakar minyak ini merupakan 
bahan bakar minyak jenis khusus yang dihasilkan dari fraksi 
minyak bumi. Avtur didisain untuk bahan bakar pesawat udara 
dengan tipe mesin turbin (external combustion), mesin piston 
dengan sistem pengapian. performa atau nilai mutu jenis 
bahan bakar avtur ditentukan oleh karakteristik kemurnian 
bahan bakar, model pembakaran turbin, dan daya tahan 
struktur pada suhu rendah; 
 
(c) Bensin, jenis bahan bakar minyak bensin merupakan nama 
umum untuk beberapa jenis bahan bakar minyak yang 
diperuntukan untuk mesin dengan pembakaran dengan 
pengapian. Di Indonesia terdapat beberapa jenis bahan bakar 
jenis bensin yang memiliki nilai mutu pembakaran berbeda. 
Nilai mutu jenis bahan bakar minyak bensin ini dihitung 
berdasarkan nilai RON (Randone Octane Number).  
Berdasarkan RON tersebut maka bensin dibedakan menjadi 3 
jenis yaitu : 
 
(1) Premium (RON 88), premium adalah bahan bakar minyak 
jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Warna 
kuning tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan. 
Penggunaan premium pada umumnya adalah untuk bahan 
bakar kendaraan bermotor bermesin bensin, seperti : mobil, 
sepeda motor, motor tempel, dan lain-lain. Bahan bakar ini 
sering juga disebut motor gasoline atau petrol; 
  
                                                          
32
nBadan Pengatur Hilir Migas, “Komoditas BBM”. 
http://www.bphmigas.go.id/bbm/komoditas-bbm.html, (diakses pada hari Minggu 2 Maret 2014 
pukul 09.00 wita ). 
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(2) Pertamax (RON 92), ditujukan untuk kendaraan yang 
mempersyaratkan bahan bakar beroktan tinggi dan tanpa 
timbal (unleaded). Pertamax juga direkomendasikan untuk 
kendaraan yang diproduski diatas Tahun 1990 terutama 
yang telah menggunakan teknologi setara dengan 
elektronic fuel injection dan catalytic converters; 
 
(3) Pertamax plus (RON 95), jenis bahan bakar minyak ini telah 
memenuhi standar performance International world wide 
fuel charter (WWFC). Ditujukan untuk kendaraan 
berteknologi mutakhir yang mempersyaratkan  penggunaan 
bahan bakar beroktan tinggi dan ramah lingkungan. 
Pertamax plus sangat direkomendasikan untuk kendaraan 
yang memiliki kompresi ratio > 10,5 dan juga yang 
mengunakan teknologi elektronic fuel injection (EFI), 
variable valve timing intelligent (VVTI), valve timing 
intelligent (VTI), turbochargers, dan catalic converters;  
 
(d) Minyak tanah (Karosene), minyak tanah atau kerosene 
merupakan bagian dari minyak mentah yang memiliki titik didih 
diantara 150 *C dan 300 *C dan tidak berwarna. Digunakan 
selama bertahun-tahun sebagai alat bantu penerangan, 
memasak, water heating, dll. Umumnya merupakan pemakaian 
domestik (perumahan) dan usaha; 
 
(e) Minyak solar (HSD), high speed diesel (HSD) merupakan 
bahan bakar minyak jenis solar yang memiliki angka performa 
cetane number 45. Jenis bahan bakar minyak ini umumnya 
digunakan untuk mesin transportasi mesin diesel yang umum 
dipakai dengan sistem injeksi pompa mekanik (injection pump) 
dan electronic injection, jenis bahan bakar minyak ini 
diperuntukan untuk jenis kendaraan bermotor transportasi dan 
mesin industri; 
 
(f) Minyak diesel (MDO), minyak diesel adalah hasil penyulingan 
minyak yang berwarna hitam yang berbentuk cair pada 
temperatur rendah. Biasanya memiliki kandungan sulfur yang 
rendah dan dapat diterima oleh medium speed diesel engine di 
sektor industri. Oleh karena itulah diesel oil disebutkan juga 
industrial diesel oil (IDO) atau marine diesel oli (MDO); 
 
(g) Minyak bakar (MFO), minyak bakar bukan merupakan produk 
hasil destilasi tetapi hasil dari jenis residu yang berwarna 
hitam. Minyak jenis ini memiliki tingkat kekentalan yang tinggi 
dibandingkan minyak diesel. Pemakaian bahan bakar minyak 
jenis ini umumnya untuk pembakaran langsung pada industri 
besar dan digunakan sebagai bahan bakar untuk steam power 
stasiun dan beberapa penggunaan yang dari segi ekonomi 
lebih murah dengan penggunaan minyak bakar. Minyak bakar 
tidak jauh beda dengan marine fuel oil (MFO); 
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(h) Biodiesel, jenis bahan bakar ini merupakan alternatif bagi 
bahan dasar diesel berdasarkan petroleum dan terbuat dari 
sumber terbaharui seperti minyak nabati atau hewan. Secara 
kimia ia merupakan bahan bakar yang terdiri dari mono alkyl 
ester dari rantai panjang asam lemak. Jenis produk yang 
dipasarkan saat ini merupakan produk biodiesel dengan 
campuran 95 persen diesel petroleum dan mengandung          
5 persen CPO yang telah dibentuk menjadi fatty acid methyl 
ester (FAME); 
 
(i) Pertamax dex, adalah bahan bakar mesin diesel modern yang 
telah memenuhi dan mencapai standart emisi gas buang, 
memiliki angka performa tinggi dengan cetane 53 number 
keatas, memiliki kualitas tinggi dengan kandungan sulfur 
dibawah 300 ppm, jenis bahan bakar minyak ini 
direkomendasikan untuk mesin diesel teknologi injeksi terbaru 
(diesel common rail system), sehingga pemakaian bahan 
bakarnya lebih irit dan ekonomis serta menghasilkan tenaga 
yang lebih besar. 
 
D. Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak 
 
1. Pengertian Izin Usaha Penyimpanan 
Aturan hukum telah memuat pengertian izin usaha. Didalam pasal 
1 angka 20 UUMGB  yang dimaksud : “Izin usaha adalah izin yang 
diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, 
pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan 
memperoleh keuntungan dan/atau laba”.33 
Pihak yang memberi izin kepada badan usaha untuk melaksanakan 
penyimpanan, termuat jelas dalam  pasal 2  PPKUH  yaitu “ Kegiatan 
usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki  izin 
                                                          
33
 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22. Tahun 2001 tentang  Minyak dan 
Gas Bumi. Pasal 1 angka 20. hal. 2. 
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usaha yang dikeluarkan oleh menteri dan diselenggarakan melalui 
mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan ”.34 
Didalam pasal 1 angka 13 UUMGB menyatakan: “Penyimpanan 
adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan,dan 
pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi”.35 
Sedangkan berdasarkan pasal 12 huruf c PPKUH menyatakan:  
Kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan 
penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran 
minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau 
hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan 
tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.36 
 
2. Syarat dan Kewajiban dalam Memperoleh Izin Usaha 
penyimpanan  
 
Dalam melakukan penyimpanan BBM, subyek hukum terlebih 
dahulu memperoleh izin dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
(yang selanjutnya disingkat Menteri ESDM) melalui Direktorat Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi (yang selanjutnya disingkat Dirjen Migas). 
Syarat dan kewajiban dalam memperoleh izin usaha penyimpanan 
sebagaimana diuraikan oleh Dirjen Migas Indonesianadalah:37 
(a) Syarat dan kewajiban dalam memperoleh izin usaha sementara :  
(1) Syarat administrasi :  
(a) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah 
mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;  
(b) Profil perusahaan (company profile);  
                                                          
34
 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha 
Hilir Minyak Dan Gas Bumi. Pasal 2. hal 5. Menteri yang dimaksud  adalah Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral. 
35
 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22. Tahun 2001 tentang  Minyak dan 
Gas Bumi. Pasal 1 angka 13. hal. 2. 
36
 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha 
Hilir Minyak Dan Gas Bumi. Pasal 12 huruf c. hal 11. 
37
 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, “ Prosedur Pengajuan Dan Penerbitan Izin 
Usaha Penyimpanan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan“ 
http://www.migas.esdm.go.id/download.php?fl=gerbang_233_1.pdf&fd=9,(diakses pada hari 
Minggu 2 Maret 2014 pukul 10.03 wita ). 
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(c) Nomor pokok wajib pajak (NPWP);  
(d) Surat tanda daftar perusahaan (TDP);  
(e) Surat keterangan domisili perusahaan;  
(f) Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai 
kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, 
kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta 
pengembangan masyarakat setempat;  
(g) Surat penyataan tertulis di atas materai mengenai 
kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan;  
(h) Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai 
lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;  
(i) Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai 
kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;  
(j) Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai 
kesanggupan menjalankan penunjukkan             atau 
penugasan dari menteri untuk melaksanakan penyimpanan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak 
di dalam negeri. 
 
(2) Syarat  teknis :  
Darat (tangki timbun) dan laut (floating storage) yaitu  
(a) Studi kelayakan pendahuluan (preliminary feasibility study);  
(b) Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat 
jaminan dukungan pendanaan lainnya;  
(c) Rencana sarana pengelolaan limbah;  
(d) Rencana studi lingkungan;  
(e) Rencana pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan, 
dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) 
tahun;  
(f) Rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan 
disimpan. 
 
(3). Kewajiban badan usaha :  
(a) Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diterbitkan izin 
usaha sementara penyimpanan, badan usaha wajib 
menyelesaikan : perjanjian pendanaan (Head of Financial 
Agreement), persetujuan studi lingkungan, perjanjian 
pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas (EPC 
Agreement), perpanjangan dapat diberikan paling lama 1 
(satu) tahun. Izin usaha sementara akan batal demi hukum 
apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan, badan usaha 
tidak dapat menyelesaikan kewajiban tersebut di atas;       
(b) Menyampaikan laporan secara tertulis kepada menteri  
ESDM melalui dirjen migas  mengenai kemajuan 
penyelesaian sebagaimana di maksud dalam   butir (a) 
setiap 1 (satu) bulan sekali;  
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(c) Menyelesaikan pembangunan fasilitas dan sarana 
penyimpanan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat 
diberikan perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun dengan 
pertimbangan yaitu terjadi keadaan diluar kemampuan 
badan usaha yang bersangkutan (keadaan kahar yang 
meliputi bencana alam, huru hara, peperangan, makar, 
revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, blokade, 
pemogokan, kekacauan, pemberontakan, isolasi, karantina 
dan wabah atau; badan usaha telah menyelesaikan 
sebagian besar kewajiban dan persyaratan yang 
ditetapkan dalam izin usaha sementara;  
(d) Menyampaikan laporan kepada menteri ESDM mengenai 
kemajuan pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan 
sebagaimana dimaksud butir c di atas secara berkala 
setiap 3 (tiga) bulan;  
(e) Mengajukan permohonan izin usaha penyimpanan kepada 
menteri ESDM melalui dirjen migas setelah menyelesaikan 
semua kewajiban dalam persetujuan prinsip; 
 
 
(b) Syarat dan kewajiban dalam memperoleh izin usaha :  
(1) Syarat administrasi :  
(a) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah 
mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;  
(b) Profil perusahaan (Company Profile);  
(c) Nomor pokok wajib pajak (NPWP);  
(d) Surat tanda daftar perusahaan (TDP);  
(e) Surat keterangan domisili perusahaan;  
(f) Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai 
kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, 
kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta 
pengembangan masyarakat setempat;  
(g) Surat penyataan tertulis di atas materai mengenai 
kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan;  
(h) Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai 
lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;  
(i) Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai 
kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;  
(j) Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai 
kesanggupan menjalankan penunjukkan/penugasan dari 
menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak di dalam 
negeri;  
 
(2) Syarat teknis :  
(a) Untuk darat (tangki timbun) yaitu persetujuan UKL (upaya 
pengelolaan lingkungan) dan UPL (upaya pemantauan 
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lingkungan hidup) dari direktorat  teknik dan lingkungan 
ditjen (direktorat tinggi jenderal) migas; surat keterangan 
kalibrasi alat ukur dari direktorat metrologi, ditjen 
perdagangan dalam negeri; SKPP (sertifikat kelayakan 
konstruksi platform), SKPI (sertifikat kelayakan 
penggunaan instalasi), dan surat izin penggunaan tangki 
timbun dari ditjen migas;  
 
(b) Untuk laut (Floating Storage) yaitu persetujuan UKL dan 
UPL dari direktorat teknik dan lingkungan ditjen migas; 
surat keterangan kalibrasi alat ukur dari direktorat 
metrologi, ditjen perdagangan dalam negeri; persetujuan 
perizinan dibidang transportasi dari instansi lain (seperti  
surat pernyataan pemenuhan keamanan fasilitas 
pelabuhan, surat ukur internasional, surat laut, sertifikat 
keselamatan, surat perjanjian penggunaan permukaan 
perairan untuk lokasi penyimpanan dari ditjen perhubungan 
laut)  SKPP, SKPI, dan surat izin penggunaan sistem 
tangki ukur terapung dari ditjen migas; 
 
 
(3) Kewajiban badan usaha :  
(a) Melaporkan kepada menteri ESDM melalui dirjen Migas 
mengenai rencana tahunan kegiatan penyimpanan, 
realisasi pelaksanaan bulanan dan sewaktu-waktu bila 
diperlukan serta rencana penghentian operasi guna 
perawatan;  
(b) Menjamin dan bertanggung jawab atas keakuratan dan 
sistem alat ukur yang digunakan;  
(c) Menjamin keselamatan operasi dan kesehatan kerja;  
(d) Menjamin mutu produk yang disimpan;  
(e) Melaporkan kepada menteri ESDM melalui dirjen migas 
mengenai perubahan fasilitas dan sarana penyimpanan 
yang mengakibatkan penambahan sampai 30% kapasitas;  
(f) Mengajukan permohonan penyesuaian izin usaha 
penyimpanan untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% 
dari kapasitas awal. Khusus untuk penyimpanan BBM 
ditembuskan kepada badan pengatur; 
(g) Menguasai atau memiliki fasilitas pengujian mutu hasil 
pencampuran (blending) sesuai standar dan mutu yang 
ditetapkan menteri ESDM. 
 
3. Sanksi Pidana terkait Penyimpanan Bahan Bakar Minyak 
Tanpa Izin Usaha Penyimpanan menurut UU No. 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi  
 
Sanksi pidana menurut pasal 53 huruf c UUMGB yaitu : 
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Setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling tinggi  Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar 
rupiah).38 
Dimana yang dimaksud pasal 23 UUMGB yaitu : 39 
(1). Kegiatan usaha hilir sebagaimana di maksud dalam    
pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh badan usaha 
setelah mendapat izin usaha dari pemerintah; 
(2).  Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak 
bumi dan kegiatan usaha gas bumi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: 
a. Izin usaha pengolahan;  
b. Izin usaha pengangkutan;  
c. Izin usaha penyimpanan;  
d. Izin usaha niaga. 
(3) Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) izin 
usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Dimana yang dimaksud pasal 5 angka 2 UUMGB yaitu kegiatan 
usaha hilir yang mencakup:40  
a. Pengolahan;  
b. Pengangkutan;  
c. Penyimpanan;  
d. Niaga. 
 
Penyimpanan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 13 
UUMGB adalah “Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, 
dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi”.41 
  
                                                          
38
 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22. Tahun 2001 tentang  Minyak dan 
Gas Bumi.  Pasal 53 huruf c, hal. 10. 
39
 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22. Tahun 2001 tentang  Minyak dan 
Gas Bumi. Pasal 23 hal. 5. 
40
 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22. Tahun 2001 tentang  Minyak dan 
Gas Bumi. Pasal 5, hal. 3. 
41
 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22. Tahun 2001 tentang  Minyak dan 
Gas Bumi.  Pasal 1 angka 13, hal. 2. 
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E. Teori-teori Penyebab Kejahatan  
 
1. Teori Psikoanalisis 
Teori psikoanalisis merupakan salah satu teori penyebab kejahatan 
dari perspektif psikologis. Teori psikoanalisis tentang kriminalitas 
menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu 
“conscience” (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga 
menimbulkan perasaan bersalah atau   ia begitu lemah sehingga tidak 
dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan 
yang harus dipenuhi segera.42 
Kebutuhan emosi seseorang akan mereda setelah melakukan 
perbuatan sesuai kebutuhan emosinya apabila perbuatan jahat yang 
dilakukan maka akan dihukum. Sigmund Freud berpendapat bahwa 
“Kriminalitas mungkin hasil dari an overactive conscience yang 
menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih”. Freud menyebut 
bahwa “ mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak 
tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap 
dan dihukum”.43 
 
2. Teori Pembelajaran Sosial 
Adapun teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa, perilaku 
delinquent dipelajari melalui proses psikologis yang sama 
                                                          
42
 A.S. Alam, Op. Cit., hal. 40. 
43
 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op. Cit., hal. 51. 
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sebagaimana semua perilaku non-delinquent.44 Teori pembelajaran 
sosial, meliputi :  
(a) Observational learning (belajar melalui pengamatan) 
Berkaitan dengan teori belajar melalui pengamatan , tokoh 
utama teori ini Albert Bandura berpendapat bahwa             
“Individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui 
behavioral modeling”.  Anak belajar bagaimana bertingkah-laku 
secara diteransmisikan melalui contoh-contoh, yang terutama 
datang dari keluarga, sub-budaya, dan media massa.45  
(b) Differential association reinforcement 
 Teori Differential association reinforcement yang merupakan 
penggabungan dari teori belajar melalui pengamatan dan teori 
assosiasi diferensial. Menurut teori ini berlangsung terusnya 
tingkah laku kriminal tergantung apakah ia diberi penghargaan 
atau hukuman. Penghargaan atau hukuman yang paling berarti 
adalah yang diberikan oleh kelompok yang sangat penting dalam 
kehidupan si individu seperti kelompok bermain (peer group), 
keluarga, guru di sekolah, dan seterusnya. Jika tingkah laku 
kriminal mendatangkan hasil positif atau penghargaan, maka ia 
akan terus bertahan.46 
 
 
                                                          
44
 A.S. Alam, Op. Cit., hal.  43. 
45
 Ibid., hal. 44. 
46
 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op. Cit., hal. 56. 
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3. Teori  Anomi 
Teori ini dapat disebut teori anomi atau teori anomie , untuk 
pertama kalinya, istilah Anomie diperkenalkan Emile Durkhem yang 
diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma (the concept of anomie 
referred to on absence of social regulation normlessness)”.47 
Menurut Durkhem teori anomie terdiri dari tiga perspektif,yaitu :48  
(1) Manusia adalah mahluk sosial (man is sosial animal);  
(2) Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (human being 
ia a social animal);  
(3) Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan 
keberadaanya sangat tergantung pada masyarakat tersebut 
sebagai koloni (tending to live ini colonies, and his/her 
survival dependent upon moral conextions).  
 
Menurut Durkhem : “Penjelasan tentang perbuatan manusia tidak 
terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan 
organisasi sosial”.49 
Adapun perbuatan manusia juga dipengaruhi oleh kelompok. 
anomie dalam teori Durkhem juga dipandang sebagai kondisi yang 
mendorong sifat individualistis yang cenderung melepaskan 
pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku 
menyimpang dalam pergaulan masyarakat.50 
 
 
 
                                                          
47
 Lilik Mulyadi, Op. Cit., hal. 92. 
48
 Ibid. 
49
 A. S. Alam, Op. Cit., hal. 48. 
50
 Ibid.  
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Durkhem meyakini bahwa:  
Jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu 
masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan (intimacy) 
yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma 
umum (a common set of rules) akan merosot. Kelompok-
kelompok menjadi   terpisah-pisah, dan dalam ketiadaan satu 
set dalam aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan 
harapan orang disatu sektor mungkin bertentangan dengan 
tindakan dan harapan orang lain. Dengan tidak dapat 
diprediksinya perilaku, sistem tersebut secara bertahap akan 
runtuh, dan masyarakat itu berada dalam kondisi anomie.51  
 
4. Teori Assosiasi Diferensial  
Edwin H. Sutherland, seorang ahli Sosiologi dari Amerika Serikat  
mengemukakan teori asosiasi diferensial. Edwin H. Sutherland 
menemukan istilah differential association untuk menjelaskan proses 
belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu.52 
Berkaitan dengan hal tersebut diatas Edwin H. Sutherland 
Sutherland membagi   teori assosiasi diferensial menjadi dua versi. 
Dimana Edwin H. Sutherland menyajikan versi pertama yang 
menegaskan aspek-aspek berikut : 53 
(1) First, any person can be trained to adopt and follow any 
pattern of behavior which he is able to execute. (Pertama, 
setiap orang akan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat 
dilaksanakan); 
(2)  Second, failure to follow a prescribed pattern of behavior is 
due to the inconsistencies and lack of harmony in the 
influences which direct the individual. (Kedua, kegagalan 
untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan 
inkonsistensi dan ketidak harmonisan);  
(3) Third, the conflict of culture is therefore the fundamental 
principle in the explanation of crime. (Ketiga, konflik budaya 
merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan). 
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 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op. Cit., hal. 59. 
52
 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op. Cit., hal. 74. 
53
 Lilik Mulyadi, Op.Cit., hal. 87-88. 
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Untuk melengkapi versi pertama maka disajikanlah versi kedua 
mengenai penegasan terhadap pengaruh tingkah laku yang dipelajari 
terhadap terjadinya kejahatan. Edwin H. Sutherland menyajikan versi 
kedua dari teori Differential Association yang menekankan bahwa 
semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkankan 
berdasarkan pewarisan orang tua. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak 
diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.54 
Untuk itu, sehubungan dengan pengaruh perilaku yang dipelajari 
terhadap terjadinya kejahatan, Edwin H. Sutherland kemudian 
menjelaskan proses terjadinya kejahatan melalui 9 ( Sembilan ) 
proposisi sebagai berikut :55 
(1) Criminal behaviour is learned negatively, this means that 
criminal behavior is not inherited. (Perilaku kejahatan 
adalah perilaku yang dipelajari. Secara negative berarti 
perilaku itu tidak diwariskan ); 
(2) Criminal behavior is learned in interaction with other person 
in a process of communication. This communication is 
verbal in many respect but includes also “ the 
communication of gesture “ . (Perilaku kejahatan dipelajari 
dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses 
komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat 
lisan ataupun menggunakan bahasa tubuh);  
(3) The principle part of the learning of criminal behavior occurs 
within intimate personal groups. Negatively, this means that 
the interpersonal agencies of communication, such as 
movie, and newspaper, plays a relatively unimportant part in 
the genesis of criminal behavior. (Bagian terpenting dalam 
proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam 
kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti 
bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, 
surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan penting 
dalam terjadinya kejahatan ); 
                                                          
54
 Ibid., hal. 88. 
55
 Ibid., hal. 90. 
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(4) When criminal behavior is learned, the learning includes   
(a) techniques of committing the crime, which are 
sometimes very complicated, sometimes very simple.       
(b) the specific direction of motives, drives, rationalization 
and attitudes. (Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka 
yang dipelajari termasuk : (a) teknik melakukan kejahatan, 
(b)motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan 
pembenar dan sikap-sikap tertentu); 
(5) The specific direction of motives and drives is learned from 
definitions of the legal codes as favorable on unfavorable. In 
some societies and individual is surrounded by persons who 
invariably define the lgal codes as rules to be observed 
while in other he is surrounded by person whose definitions 
are favorable to the violation of legal codes.(Arah dan motif 
dorongan itu dipelajari melalui defenisi-defenisi dari 
peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang 
seseorang dikelilingi orang-orang yang secara bersamaan 
melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai 
sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun 
kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan 
hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang 
dilakukannya kejahatan); 
(6) A person becomes delinquent because of an excess of 
definition farorable to violation of law. (Seseorang menjadi 
delikuen karena akses pola-pola piker yang lebih melihat 
aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan 
kejahatan dari pada melihat hukum sebagai sesuatu yang 
harus diperhatikan dan dipatuhi); 
(7) Differention association may vary in frequency, duration, 
priority and intensity. (Asosiasi diferensial bervariasi dalam 
frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya); 
(8) The process of learning criminal behavior by association 
with criminal and anticriminal  patterns incloves all of the 
mechanism that are involved inany other learning. (Proses 
mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan 
dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim 
terjadi dalam setiap proses belajar secara umum); 
(9) While criminal is an expressions of general need and 
values, it is not explained by those general needs and 
values since non-criminal behavior is an expression of the 
same needs and values. (Sementara perilaku jahat 
merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun 
tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahat pun 
merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum 
yang sama). 
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5. Teori Label  
 
Sebagaimana diuraikan oleh Lilik Mulyadi dalam buku karya bahwa 
dari perspektif Becker kajian terhadap teori label menekankan kepada 
dua aspek, yaitu : 56 
(a) Menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang 
tertentu diberi cap atau label;  
(b) Mengaruh efek dari label sebagai suatu konsekuensi 
penyimpangan tingkah laku. 
 
Berkaitan dengan hal diatas, Becker melihat kejahatan itu sering 
kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari 
kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang 
apa yang disebut baik dan layak dari situasi tertentu.57 
Sehubungan dengan itu, Howard berpendapat bahwa teori labeling 
dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu : 58 
(a) Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang 
memperoleh cap atau label;  
(b) Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku 
berikutnya. 
 
Persoalan label sehubungan dengan hal diatas terletak pada reaksi 
masyarakat untuk menganggap seseorang jahat. Persoalan pertama 
dari labeling adalah memberikan label/cap kepada seseorang yang 
sering melakukan kenakalan atau kejahatan. Labeling dalam arti ini 
adalah labeling sebagai akibat dari reaksi masyarakat.59 Kemudian,  
persoalan labeling kedua (efek labeling ) adalah bagaimana labeling 
                                                          
56
 Ibid., hal. 102. 
57
 A. S.Alam., Op. Cit., hal. 67. 
58
 Ibid. 
59
 Ibid., hal. 68. 
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mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap. Persoalan ini 
memperlakukan labeling sebagai variabel yang independen atau 
variabel bebas. Dalam kaitan ini terdapat dua proses bagaimana 
labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap untuk 
melakukan penyimpangan tingkah lakunya.60  
Sesuai dengan uraian diatas perilaku jahat muncul oleh karena 
adanya reaksi masyarakat. Schrag menyimpulkan asumsi dasar teori 
labeling sebagai berikut yaitu : 61 
(1) Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya 
bersifat kriminal;     
(2) Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat 
dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki 
kekuasaan;  
(3) Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar 
undang-undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh 
penguasa;                     
(4) Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat 
berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat 
dikelompokan menjadi dua bagian : kelompok kriminal dan 
kelompok non-kriminal;  
(5) Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling;             
(6) Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem 
peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku/penjahat sebagai 
lawan dari karakteristik pelanggarannya;  
(7) Usia, tingkat sosial ekonomi, dan ras merupakan karakteristik 
umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan 
pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana;      
(8) Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif 
kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan 
penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat;     
(9) Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan 
identifikasi dengan citra sebagai deviant dan subkultur serta 
menghasilkan rejection of the rejector. 
 
 
 
                                                          
60
 Ibid. 
61
 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi ( Bandung, 2010), hal.50-51. 
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6. Teori Konflik 
 
 
Berkaitan dengan teori konflik Lilik Mulyadi menguraikan dalam buku 
Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi (2007) 
bahwa pada hakikatnya, asumsi dasar teori konflik berorientasi kepada 
aspek-aspek sebagai berikut yaitu :62 
(a) Konflik merupakan hal yang bersifat alamiah dalam 
masyarakat;  
(b) Pada tiap tingkat, masyarakat cenderung mengalami 
perubahan. Sehingga disetiap perubahan, peranan 
kekuasaan terhadap kelompok masyarakat lain terus terjadi;  
(c) Kompetisi untuk terjadi perubahan selalu eksis;  
(d) Dalam kompetisi, penggunaan kekuasaan hukum dan 
penegakan hukum selalu menjadi alat dan mempunyai 
peranan penting dalam masyarakat. 
 
Sehubungan dengan hal diatas, Lilik Mulyadi dalam buku karyanya 
menjelaskan bahwa berangkat dari asumsi dasar diatas perspektif 
konflik menganut prinsip-prinsip sebagai berikut yaitu :63 
(a)mMasyarakat terdiri dari kelompok yang berbeda;                         
(b) Terjadi perbedaan penilaian dalam kelompok-kelompok 
tersebut tentang baik dan buruk;  
(c) Konflik antara kelompok-kelomppok tersebut mencerminkan 
kekuasaan politik;          
(d) Hukum dibuat untuk kepentingan mereka yang memiliki 
kekuasaan politik;  
(e) Kepentingan utama dari pemegang kekuasaan politik untuk 
menegakan hukum adalah menjaga dan memelihara 
kekuasaannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
62
 Lilik Mulyadi, Op. Cit., hal.105. 
63
 Ibid., hal.105. 
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7. Teori Kontrol Sosial 
(a) Personal and social control 
Menurut Reiss, delinquency merupakan hasil dari : 64 
(1) A failure to internalize socially acceted and prescribe 
norms of behavior (kegagalan dalam menanamkan norma-
norma berperilaku yang secara sosial diterima dan 
ditentukan); 
(2) A breakdown of internal controls (runtuhnya kontrol 
internal);  
(3) A lack of social rules that prescribe behavior in the family, 
the school, and other important social group        (tiada 
aturan-aturan sosial yang menentukan tingkah laku 
didalam keluarga, sekolah, dan kelompok-kelompok sosial 
lainnya). 
 
Personal control maupun social control  dipengaruhi kemampuan 
yang dimiliki individu untuk menguasai diri dalam memenuhi 
kebutuhan. Personal control didefenisikan sebagai kemampuan 
individu untuk menolak memenuhi kebutuhan dengan cara yang 
berlawanan dengan norma-norma dan aturan masyarakat. 
Sedangkan, social control didefenisikan sebagai  kemampuan 
kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga sosial untuk membuat 
norma-norma atau aturan-aturanya dipatuhi.65  
Menurut Reiss : “penyesuaian diri dengan norma mungkin 
dihasilkan dari penerimaan (acceptance) individu atas aturan dan 
peranan atau semata-mata dari ketundukan kepada norma”. 66   
 
 
                                                          
64
 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op. Cit., hal. 94. 
65
 Ibid.  
66
 Ibid. 
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(b) Containment theory  
Berkaitan dengan yang dimaksud containment theory ,  menurut 
Reckless adalah :  
Untuk menjelaskan mengapa ditengah berbagai dorongan dan 
tarikan-tarikan kriminogenik yang beraneka macam, apapun itu 
bentuknya, conformity (penerimaan pada norma) tetaplah 
menjadi sikap yang umum.67 
 
Sehubungan hal itu, menurut Reckless : 
Kemungkinan terjadinya penyimpangan berhubungan secara 
langsung dengan sejauh mana dorongan-dorongan internal 
(seperti kebutuhan-kebutuhan yang harus segera dipenuhi, 
keresahan, kekejaman), tekanan-tekanan eksternal (seperti 
kemiskinan, pengangguran, tertutupnya kesempatan), dan 
tarikan-tarikan eksternal yang dikontrol oleh inner containtment 
dan outer containtment seseorang.68 
 
F. Upaya-upaya Penanggulangan Kejahatan 
Dalam upaya menanggulangi kejahatan diperlukan usaha dengan 
melibatkan akal dan daya dalam bentuk cara yang relevan untuk 
menghilangkan dan menghentikan niat dan kesempatan. Upaya-upaya 
penanggulangan kejahatan yaitu:  
1. Pre-emtif 
Untuk menghindari faktor niat tidak terlaksana maka perlu 
dilakukannya upaya pre-emtif. Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif 
disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang 
dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah 
menanamkan nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma 
                                                          
67
 Ibid., hal. 94-95. 
68
 Ibid., hal. 95. 
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tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.nMeskipun ada 
kesepakatan untuk melakukan pelanggarann/nkejahatan tapi tidak ada 
niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang 
meskipun ada kesempatan.69  
2.  Preventif 
Untuk menutup ada kesempatan diperlukan upaya preventif. 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya 
pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya 
kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. 70 
3.  Represif 
Untuk memperbaiki perilaku dengan memberikan efek jera dalam 
bentuk hukuman diperlukan upaya represif. Upaya ini dilakukan pada 
saat telah terjadi tindak pidanan/nkejahatan yang tindakannya berupa 
penegakan hukum (law inforcement) dengan menjatuhkan hukuman.71 
                                                          
69
 A. S. Alam, Op. Cit., hal. 79-80. 
70
 Ibid.  
71
 Ibid. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros dan Kantor Kepolisian 
Resort Maros.  Adapun penelitian dilakukan  di Kabupaten Maros karena  
peneliti menemukan adanya pelaku kejahatan menyimpan BBM tanpa izin 
usaha penyimpananan.  Dan adapun kemudian penelitian terkhusus 
dilakukan pada Kantor Kepolisian Resort Maros sebagai instansi yang 
berwenang dalam memberikan data dan infrormasi  yang akurat dalam 
penanggulangan perbuatan yang diteliti dan memberikan data dan 
informasi yang akurat mengenai hal yang ingin diteliti penulis. 
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis  dan sumber data yang digunakan pada penelitian dalam 
penulisan skripsi ini adalah :  
1. Data primer  
Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung 
melalui wawancara  dengan aparat kepolisian dan para pelaku yang 
berkaitan penelitian penulis. 
2. Data sekunder  
Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dengan cara meneliti 
kepustakaan berupa data arsip, data instansi serta data yang diperoleh 
dari instansi lokasi penelitian penulis. 
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C. Teknik Pengumpulan Data  
Pada penelitian dalam penulisan  skripsi ini, penulis mengumpulkan 
data dan informasi yang dibutuhkan dengan berdasarkan pada metode :  
1. Metode penelitian kepustakaan   
Dengan metode ini, penulis mengumpulkan data-data melalui 
kepustakaan dengan membaca referensi-referensi hukum, peraturan 
perundang-undangan dan dokumen-dokumen dari instansi terkait untuk 
memperoleh data sekunder.  
2. Metode penelitian lapangan 
Dengan metode ini, penulis memperoleh data dan informasi dengan 
melakukan penelitian melalui proses wawancara terhadap pihak-pihak 
yang terkait penelitian penulis pada lokasi penelitian. 
D. Analisis Data  
Data-data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun 
sekunder, dianalisis secara kualitatif  yaitu untuk menyimpulkan penyebab 
keadaan yang nyata mengenai terjadinya perbuatan yang diteliti, dan 
menguraikan upaya untuk mengurangi perbuatan yang diteliti. Selanjutnya 
data tersebut dituliskan secara deskriptif guna memberikan pemahaman 
yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.  
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BAB IV  
PEMBAHASAN  
 
A. Keadaan Geografis Kabupaten Maros 
Keadaan Geografis Kabupaten Maros secara umum dan jelas terurai 
dari Luas Wilayah Kabupaten Maros 1619,11 KM2 yang terdiri dari          
14 Kecamatan yang membawahi 103 Desa/Kelurahan. Kabupaten Maros 
merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota Propinsi 
Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak 
kedua kota tersebut berkisar 30 km. Kabupaten Maros secara administrasi 
wilayah berbatasan dengan : 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep; 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone; 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota 
Makassar; 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
Kabupaten Maros terdiri atas 14 Kecamatan , yang dibagi lagi atas 
sejumlah 80 desa dan 23 Kelurahan. Pusat pemerintahan berada di 
Kecamatan Turikale. 
Seperti yang disebutkan diatas bahwa terdapat 14 Kecamatan di 
Kabupaten Maros : Turikale, Maros Baru, Lau, Bontoa, Mandai, Marusu, 
Tanralili, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Simbang, Cenrana, 
Camba, dan Mallawa.  
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 Gambar. Wilayah Kabupaten Maros  
Ketinggian wilayah di Kabupaten Maros berkisar antara 0 – 2000 meter 
dari permukaan laut. Di bagian barat wilayah Kabupaten Maros dengan 
ketinggian 0 – 25 meter dan di bagian timur dengan ketinggian 100 – 1000 
meter lebih. 
Kabupaten Maros terletak dibagian barat Sulawesi Selatan antara 
40°45 ‟- 50°07‟ Lintang Selatan dan 109°205‟ – 129°12‟ Bujur Timur yang 
berbatasan dengan Kabupaten Pangkep sebelah Utara, Kota Makassar 
dan Kabupaten Gowa sebelah selatan, Kabupaten bone disebelah barat. 
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Luas wilayah Kabupaten Maros 1.619,12 km2 yang secara administrasi 
pemerintahannya menjadi 14 kecamatan dan 102 desa / kelurahan. 
B. Modus dalam Kejahatan Menyimpan BBM Tanpa Izin Usaha 
Penyimpanan 
Modus dapat dinyatakan sebagai cara pelaku kejahatan dalam 
melakukan kejahatannya. Sehubungan dengan itu, kejahatan menyimpan 
BBM tanpa izin usaha penyimpanan, juga memiliki modus yang unik. 
Untuk itu akan penulis uraikan modus dalam kejahatan menyimpan BBM 
tanpa izin usaha penyimpanan sesuai dengan keterangan yang penulis 
peroleh dari para pelaku.  
Dengan terlebih dahulu penulis mengambarkan bahwa di Kabupaten 
Maros pada tahun 2012 sampai 2013 telah terjadi dua kali kejahatan 
menyimpan BBM tanpa izin usaha penyimpanan, dimana kejahatan ini 
satu kali terjadi di SPBU Butta Toa, pada  tanggal 22 Agustus 2013 dan 
kejahatan ini satu kali terjadi di SPBU Butta Toa, pada tanggal tanggal 17 Juni 
2013, hal ini sesuai dengan Tabel I di bawah ini :    
Tabel I. 
Data Jumlah Kejahatan Menyimpan BBM tanpa Izin Usaha 
Penyimpanan di Kabupaten Maros Tahun 2012-2013 
 
No. Nama Pelaku  Tempat Kejadian 
Kejahatan 
Waktu Kejadian 
Kejahatan 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
Andi Aqsa alias Acca 
bin Andi Amin 
 
 
 
 
 
 
SPBU Butta Toa, 
jalan Poros    
Makassar – Maros 
Kelurahan Pettuadae 
Kecamatan Turikale 
Kabupaten Maros 
 
 
Sekitar jam 23.00 
WITA, hari Kamis, 
tanggal 22 
Agustus 2013 
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2.  
 
Ilham alias Illang bin 
M. Amir Palosong 
 
 
SPBU Butta Toa, 
jalan Poros    
Makassar – Maros 
Kelurahan Pettuadae 
Kecamatan Turikale 
Kabupaten Maros 
 
 
Sekitar jam 06.30 
WITA, hari Senin, 
tanggal 17 Juni 
2013 
Sumber Data : Kepolisian Resort Maros 2014 
 
Pada tabel I terlihat jelas bahwa jumlah kasus yang tercatat pada 
Kepolisian Resort Maros sepanjang tahun 2012-2013  adalah 2 kasus, 
yang kedua kasusnya terjadi di SPBU Butta Toa. 
Dalam kasus kejahatan menyimpan BBM tanpa izin usaha 
penyimpanan yang dilakukan tersangka Andi Aqsa alias Acca bin Andi 
Amin, modusnya dengan membuat tangki rakitan pada mobil tangki 
rakitan, dengan kapasitas isi 400 liter solar kemudian pengisian solar 
dilakukan di beberapa SPBU hingga tangki rakitan terisi penuh, kemudian 
solar dipindahkan ke jergen dan di simpan. Modus ini sesuai dengan 
keterangan Andi Aqsa alias Acca bin Andi Amin saat diwawancarai, Andi 
Aqsa alias Acca bin Andi Amin (25 tahun) menjelaskan bahwa : 
“Saya terlebih  dahulu  membuat tangki rakitan dari fiber dengan 
ukuran sebesar bak mobil saya jenis Isuzu Panther yang mampu 
mengisi hingga 400 ( empat ratus ) liter kemudian masuk 
kebeberapa SPBU masing-masing di Butta Toa,jawi-jawi,belang-
belang,Batang ase,dan ballu-ballu hingga tangki tersebut penuh 
selanjutnya saya tinggalkan SPBU dan kemudian menuju kerumah 
saya untuk saya pindahkan ke jergen ukuran 35 Liter yang sudah 
disiapkan,setelah tangki kosong, saya kembali ke SPBU untuk 
mengisi tangki dan begitu seterusnya” 
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Dan dalam kasus kejahatan menyimpan BBM tanpa izin usaha 
penyimpanan yang dilakukan tersangka Ilham alias. Illang bin M. Amir 
Palosong, modusnya dengan membuat tangki dari besi plat, dengan 
kapasitas isi 400 liter solar kemudian pengisian solar dilakukan di 
beberapa SPBU hingga tangki dari besi plat terisi penuh, kemudian solar 
dipindahkan ke jergen dan di simpan untuk dijual. Modus ini sesuai 
dengan keterangan Ilham alias Illang bin M. Amir Palosong  diwawancarai, 
Ilham Alias Illang bin M. Amir Palosong (39 tahun) menjelaskan bahwa :  
“Saya membuat tangki dari besi plat dengan ukuran sebesar bak 
mobil  jenis mitsubisi kuda yang mampu mengisi  hingga sekitar 
400 liter, kemudian masuk kebeberapa tempat SPBU           
masing-masing di Bottatowa, Belang-belang, Tambua dan        
Jawi-jawi, jurusan Bantimurung hingga tangki tersebut penuh, 
selanjutnya saya tinggalkan SPBU dan kembali kerumah untuk 
selanjutnya saya pindahkan di jergen ukuran 35 liter yang sudah 
disiapkan, setelah bahan bakar minyak solar tersebut terjual, baru 
kemudian  kembali lagi ke SPBU untuk mengisi tangki dan begitu 
seterusnya hingga saya ditemukan oleh petugas saat melakukan 
pengisian di SPBU Buttatowa Maros.” 
 
Modus para pelaku dalam kejahatan menyimpan bahan bakar minyak 
tanpa izin usaha penyimpanan di Kabupaten Maros selama tahun 2012-
2013, seringkali dimulai dengan pembuatan tangki rakitan berukuran lebih 
dari kapasitas mobil kemudian dalam melakukan pengambilan BBM para 
pelaku akan berpindah-pindah SPBU untuk mengisi sesuai kapasitas isi 
mobil pada satu SPBU dan pindah pada SPBU yang lain hingga tangki 
rakitan penuh. Setelah itu, BBM yang diperoleh dari SPBU di simpan 
tanpa izin usaha penyimpanan. 
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C. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Menyimpan BBM Tanpa Izin 
Usaha Penyimpanan 
Setiap akibat yang muncul selalu ada sebabnya. Sama halnya dengan 
kejahatan menyimpan BBM tanpa izin usaha penyimpanan. Akibat dari 
melakukan kejahatan menyimpan BBM tanpa izin usaha penyimpanan 
diatur  di dalam pasal Pasal 53 huruf c yang   menyatakan :  
“Setiap orang yang melakukan : penyimpanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 tanpa lzin Usaha Penyimpanan dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).” 
 
Terlebih dahulu penulisakanmenggambarkan bahwa idealkah seorang 
yang menyimpan BBM tanpa izin usaha penyimpanan diakui sebagai 
penjahat dan perbuatan menyimpan BBM tanpa izin usaha penyimpanan 
diakui sebagai kejahatan. Penulis menyepakati bahwa mengenai hal di 
atas adalah ideal, oleh karena dengan menyimpan BBM dalam jumlah 
banyak atau lebih dari peruntukan yang dapat digunakan merupakan 
perbuatan yang mengambil hak warga negara untuk mempergunakan 
BBM, untuk itu, menyimpan BBM dibutuhkan izin usaha penyimpanan 
untuk mengetahui peruntukan dari penggunaan BBM. Dan BBM 
merupakan bahan yang mudah terbakar, yang mana dalam 
penggunaannya dibutuhkan ketelitian agar tidak membahayakan nyawa 
warga negara yang lain. Sehingga, penyimpan BBM membutuhkan izin 
usaha penyimpanan saat hendak menyimpan BBM, dengan maksud agar 
diketahui keamanan lokasi penyimpanan dalam keadaan baik. 
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Mengambil hak penggunaan warga negara dan membahayakan nyawa 
warga negara merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap norma-
norma yang dianut. Penyimpangan terhadap norma-norma ini yang 
kemudian diatur sebagai ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan. Oleh karena itu, warga negara yang melawan ketentuan dalam 
perundang-undangan dianggap sebagai penjahat.  
Adapun analisa faktor penyebab para pelaku melakukan kejahatan 
menyimpan BBM tanpa izin usaha penyimpanan adalah termuat dalam 
tabel II di bawah ini:    
Tabel II 
Data Pelaku dan Analisa faktor penyebab 
No. Identitas  Faktor Penyebab  
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 Nama  : Andi Aqsa alias 
   Acca bin Andi   
   Amin   
Umur  : 25 Tahun 
Jenis Kelamin  : Laki-Laki 
Agama : Islam 
Pendidikan Terakhir : SMA 
 
 
 
Nama  : Ilham alias Illang 
   bin M. Amir   
   Palosong  
Umur  : 39 Tahun 
Jenis Kelamin  : Laki-Laki 
Agama : Islam 
Pendidikan Terakhir : SMA 
 
 
a. Faktor kurangnya 
pemerataan informasi bagi 
Masyarakat  tentang 
UUMGB dan aturan yang 
terkait BBM 
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Tabel II, menunjukan bahwa terdapat kesamaan faktor penyebab 
kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Faktor-faktor tersebut adalah 
faktor kurangnya pemerataan informasi bagi masyarakat tentang UUMGB 
dan aturan yang terkait BBM, faktor ekonomi, dan faktor kurangnya kontrol 
keluarga. 
Adapun penyebab pelaku melakukan kejahatan menyimpan BBM 
tanpa izin usaha penyimpanan, akan diuraikan berdasarkan data yang 
diperoleh dari para pelaku. Penyebab pelaku melakukan kejahatan 
menyimpan BBM tanpa izin usaha penyimpanan dipengaruhi oleh : 
1. Faktor kurangnya pemerataan informasi bagi masyarakat tentang 
UUMGB dan aturan yang terkait BBM  
Pengetahuan akan hukum menjadikan seseorang dekat terhadap 
kesadaran akan hukum. Kesadaran akan hukum menjadikan seseorang 
taat akan hukum. ketaatan seseorang terhadap hukum dapat disebabkan 
oleh adanya nilai-nilai agama, adat, dan budaya di dalam suatu aturan, 
adanya keinginan untuk tidak merusak hubungan tertentu, adanya rasa 
takut terhadap aparat penegak hukum.  
UUMGB dan aturan terkait dengan BBM di Kabupaten Maros selama 
tahun 2012-2013, belum diinformasikan secara merata. Masih terdapat 
warga yang tidak mengetahui tentang aturan mengenai UUMGB dan 
aturan terkait  dengan BBM. Pelaku melakukan aksi kejahatannya dan 
mengetahui bahwa ia melanggar tapi  tidak mengetahui aturan yang apa 
yang dilanggar. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan penyidik 
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dari Kepolisian Resort Maros Sektor Turikale Aipda. Pol. Rahmat 
(wawancara 21 April 2014) mengatakan bahwa : “ Para Pelaku sering tahu 
kalau mereka melanggar aturan tetapi mereka tidak tahu aturan apa yang 
mereka langgar.” 
Melihat dari fakta yang ada bahwa para pelaku juga tidak mengetahui 
bagaimana caranya memperoleh izin usaha pengangkutan, izin usaha 
penyimpanan, dan izin usaha niaga sebagaimana diatur dalam pasal 53 
huruf b,c dan d UUMGB. Dimana pelaku Andi Aqsa Alias Acca Bin Andi 
Amin (25 Tahun) memberikan keterangan bahwa dia tidak memiliki surat 
izin usaha penyimpanan dan surat izin usaha niaga dari pemerintah. 
Sehubungan dengan itu, Andi Aqsa alias Acca bin Andi Amin                     
( wawancara 25 April 2014 ) mengatakan bahwa: “Saya tidak mempunyai 
surat izin resmi baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwajib 
yang berkaitan dengan jula-beli BBM bersubsidi jenis solar tersebut”.  
Terkait dengan hal diatas, pelaku Ilham alias. Illang bin M. Amir 
Palosong ( 39 tahun) memberikan keterangan bahwa dia tidak memiliki 
surat izin usaha penyimpanan dan surat izin usaha niaga dari pemerintah. 
Ilham alias. Illang bin M. Amir Palosong ( wawancara 26 April 2014 ) 
mengatakan bahwa : 
“saya tidak memiliki surat izin resmi baik dari pemerintah yang 
berwewenang mengeluarkan izin dan begitupula tersangka tidak 
memiliki izin usaha atau izin lain yang berkaitan dengan jual-beli 
bahan bakar minyak solar dimaksud.” 
 
Kurangnya pemerataan informasi tentang UUMGB dan aturan yang 
terkait BBM pada masyarakat di Kabupaten Maros pada tahun 2012-2013, 
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menjadi penyebab terjadinya kejahatan menyimpan tanpa izin usaha 
penyimpanan. Warga  yang tinggal didaerah yang jauh dari perkotaan 
seperti daerah perbatasan antar kabupaten tidak memperoleh informasi 
yang sama tentang UUMGB dan aturan terkait BBM. Akibatnya warga 
hanya tahu menyimpan BBM tanpa izin itu melanggar aturan tetapi tidak 
mengetahui aturan apa yang dilanggar saat menyimpan BBM tanpa izin. 
Dan jelaslah bahwa dengan kurangnya pemerataan informasi maka belum 
ada  informasi mengenai solusi bagi warga di daerah jauh dari perkotaan 
yang ingin menyimpan BBM. 
2. Faktor ekonomi 
Faktor ekonomi merupakan faktor yang berkaitan dengan adanya 
perolehan keuntungan barang dan jasa atau kerugian barang dan jasa. 
Adanya faktor ekonomi sebagai penyebab kejahatan dimulai dengan 
adanya pemenuhan kebutuhan hidup yang menghadirkan keinginan 
setiap individu untuk serangkaian usaha ekonomi. Faktor ekonomi dapat  
menyebabkan terjadinya serangkaian tindakan yang dianggap kejahatan 
berdasarkan undang-undang dan pandangan masyarakat. Salah satu 
penyebab kejahatan menyimpan BBM tanpa izin usaha penyimpanan 
terjadi di Kabupaten Maros yaitu faktor ekonomi, oleh karena adanya 
suatu usaha ekonomi yaitu pembelian BBM untuk tujuan komersial tanpa 
izin pengangkutan, perniagaan, dan penyimpanan. Terdapat dua pelaku 
kejahatan menyimpan BBM tanpa izin usaha penyimpanan pada      
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tahun 2012 hingga 2013 di Kabupaten Maros yang melakukan kejahatan 
tersebut diatas oleh karena faktor ekonomi.  
Pelaku pertama yaitu Andi Aqsa alias Acca bin Andi Amin ( 25 tahun). 
Pelaku pertama (wawancara 25 April 2014) menjelaskan bahwa: 
 “Saya membeli BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp.5.500,- 
(Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) per liter dan kemudian saya 
menjualnya ke para nelayan dengan harga Rp.6.000,- ( Enam Ribu  
Rupiah) sehingga saya memperoleh keuntungan Rp.500 ( Lima 
Ratus Rupiah) per liternya dan keseluruhan saya mendapat 
keuntungan sekitar Rp.100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah) sampai 
Rp.150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)”.  
 
Hal ini menunjukan bahwa pelaku pertama melakukan kejahatan 
menyimpan BBM tanpa izin usaha penyimpanan karena ingin memperoleh 
keuntungan.  
Pelaku kedua yaitu Ilham alias Illang bin M. Amir Palosong ( 39 tahun). 
Pelaku kedua (wawancara 26 April 2014) menjelaskan bahwa : 
“Saya membeli BBM solar di SPBU seharga Rp.4.500,- (Empat 
Ribu Lima Ratus Rupiah) dan saya menjualnya kepada para 
nelayan seharga Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) hingga    
Rp.5.100,- (Lima Ribu Seratus Rupiah)  sehingga saya 
memperoleh keuntungan Rp.500,- (Lima Ratus Rupiah ) atau 
Rp.600,- ( Enam Ratus Rupiah ) setiap liternya dan keseluruhan 
setiap hari rata-rata  mendapat untuk sekitar Rp.200.000,- (Dua 
Ratus Ribu Rupiah ).” 
 
Dengan demikian pelaku kedua melakukan kejahatan menyimpan 
BBM tanpa izin usaha penyimpanan karena ingin memperoleh 
keuntungan. 
3. Faktor kurangnya kontrol keluarga 
Keluarga  merupakan suatu kelompok kecil yang terdiri dari ayah, ibu, 
dan anak. keluarga dapat menjadi tempat yang membahagiakan dan juga 
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sebaliknya. Ayah sebagai kepala keluarga dengan tugasnya, ibu sebagai 
ibu keluarga dengan tugasnya, anak sebagai anak keluarga dengan 
tugasnya, dengan bersama-sama ayah, ibu, dan anak membentuk dan 
mempertahankan keutuhan dan keharmonisan suasana dalam keluarga. 
Keluarga menjadi suatu kelompok kecil yang saling menjaga, 
melindungi, menegur, mengajarkan, dan mendidik. Kontrol dari ayah 
terhadap ibu dan anak untuk menjaga perilakunya agar tidak bertentangan 
dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan dan 
kesopanan serta aturan-aturan adat istiadat keluarga besar. Kontrol  dari 
ibu terhadap ayah dan anaknya untuk menjaga perilakunya dalam 
pergaulan sehingga jauh dari hal yang jahat. Kontrol anak terhadap ayah 
dan ibu untuk menjaga hubungan dalam rumah tangga sehingga keluarga 
tidak berantakan akibat perceraian atau pertikaian usang tak bermakna. 
Kurangnya kontrol dari ayah, ibu, dan anak dalam keluarga akan 
menyebabkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh ayah dan ibu 
dan/atau anak terhadap norma yang berlaku. Kontrol ayah dan/atau ibu 
dapat dipengaruhi perilaku anak. anak yang sudah tidak mendengar ayah 
dan ibu akan mengurangi kontrol ayah dan ibunya. 
Salah satu penyebab kejahatan menyimpan BBM tanpa izin usaha 
penyimpanan terjadi di Kabupaten Maros yaitu faktor kurangnya kontrol 
keluarga. Terdapat dua pelaku kejahatan menyimpan BBM tanpa izin 
usaha penyimpanan selama tahun 2012 hingga 2013 di Kabupaten Maros 
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yang melakukan kejahatan tersebut diatas oleh karena faktor kurangnya 
kontrol keluarga. 
Pelaku Andi Aqsa alias Acca bin Andi Amin (25 Tahun) memperoleh 
kurangnya kontrol dari ayah dan ibunya. Andi Aqsa alias Acca bin Andi 
Amin (wawancara 25 April 2014) mengatakan bahwa : “Sekarang ini saya 
tinggal bersama dengan kedua orang tua saya sampai dengan sekarang 
ini”. Pelaku Andi Aqsa Alias Acca Bin Andi Amin (25 Tahun) tinggal 
dengan ayah dan ibunya, ayah dan ibunya tidak mencari tahu apakah 
perbuatan anaknya ini sesuatu yang melanggar aturan atau tidak 
melanggar aturan. Oleh karena, kurangnya kontrol dari keluarga, pelaku  
Andi Aqsa alias Acca bin Andi Amin (25 Tahun), secara bebas melakukan 
perilaku menyimpan BBM tanpa izin usaha penyimpanan, maka dengan 
tanpa diawasi keluarga, pelaku melakukan kejahatan menyimpan BBM 
tanpa izin usaha penyimpanan.  
Pelaku Ilham alias Illang bin M. Amir Palosong ( 39 tahun) juga 
mengalami kurangnya kontrol dari keluarga yaitu kontrol dari istri, 
kurangnya kontrol yang dialami yaitu kurangnya kontrol istri terhadap 
perilaku suaminya. Ilham alias Illang bin M. Amir Palosong (wawancara 26 
April 2014) mengatakan bahwa : “Saya telah menikah dengan perempuan 
yang bernama  Andi Hasma pada bulan November 1998 dan sekarang 
tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.” Meskipun 
tinggal bersama namun masih saja terdapat kurangnya kontrol istri 
terhadap perilaku suaminya. Sesungguhnya kontrol yang baik dari istri 
53 
 
terhadap perilaku suami dapat menjauhkan suami dari perilaku melanggar 
hukum.  
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan Menyimpan BBM Tanpa Izin 
Usaha Penyimpanan 
Kepolisian Resort Maros dalam menanggulangi kejahatan menyimpan 
BBM tanpa izin usaha penyimpanan, melakukan serangkaian upaya 
penanggulangan yaitu :  
1. Upaya pre-emtif  
Upaya pre-emtif yang dilakukan Kepolisian Resort Maros yaitu 
penyuluhan. Upaya penyuluhan merupakan upaya pencegahan 
terhadap niat dari pelaku melalui pemberitahuan mengenai aturan 
hukum yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi. Penyuluhan 
merupakan sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. 
Di kabupaten Maros selama tahun 2012-2013, penyuluhan tentang 
aturan-aturan mengenai minyak dan gas bumi difokuskan oleh 
Kepolisian Resort Maros pada daerah perkotaan dan desa-desa 
disekitar kota Maros. Sehingga informasi tentang aturan-aturan 
mengenai minyak dan gas bumi mengenai  menjadi pengetahuan 
masyarakat kota, dan informasi tentang aturan-aturan mengenai 
minyak dan gas bumi menjadi hal yang langka bagi masyarakat daerah  
perbatasan Kabupaten Maros dan daerah sekitarnya.  
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2. Upaya preventif 
Upaya preemtif yang dilakukan Kepolisian Resort Maros yaitu 
Pemantauan di sekitar SPBU. Pemantauan di sekitar SPBU sebagai 
salah satu upaya dalam menanggulangi kejahatan menyimpan BBM 
tanpa izin usaha penyimpanan di Kabupaten Maros. Kepolisian Resort 
Maros melakukan penindakan terhadap setiap kendaraan yang 
memasuki SPBU. Penindakan yang dilakukan melalui penyelidikan. 
Penyelidikan yang dilakukan penyelidik di bantu oleh warga yang 
diminta memantau setiap kendaraan yang masuk SPBU.  
Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan Aipda. Pol. 
Rahmat (wawancara 21 April 2014) : 
“Penyelidikan yang dilakukan penyelidik Kepolisian Resort 
Maros, penyelidik melakukan penyelidikan dibantu oleh warga 
yang minta memantau setiap kendaraan yang masuk di SPBU 
dimana apabila ada kendaraan mencurigakan, warga akan   
melaporkan kepada penyelidik  kemudian penyelidik akan 
menyampaikan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan 
kejahatan ini dilakukan di Kepolisian Resort Maros, penyidikan 
kejahatan ini dilakukan di Kepolisian Resort Maros, penyidikan 
terhadap pelaku dan barang bukti yang tertangkap dilakukan 
oleh Penyidik” 
  
Salah satu upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian 
Resort Maros juga adalah patroli yang dilakukan oleh  fungsi  Bagian 
Bimbingan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resort 
Maros (yang selanjutnya di singkat BABINKAMTIBMAS KRS). Aipda. 
Pol. Rahmat (wawancara 21 April 2014) mengatakan                   
bahwa : “Kepolisian Resort  Maros melalui BABINKAMTIBMAS KRS 
dalam menjalankan fungsinya sering melakukan patroli disekitar SPBU 
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dan perumahan warga.” Patroli yang dilakukan oleh polisi mengurangi 
kesempatan dari pelaku untuk melakukan kejahatan. 
Patroli yang dilakukan oleh BABINKAMTIBMAS KRS pada setiap 
SPBU di Kabupaten Maros, mengurangi kesempatan dari pelaku 
kejahatan menyimpan BBM tanpa izin usaha penyimpanan untuk 
melakukan aksi pengambilan BBM bersubsidi dengan tangki rakitan 
yang kemudian disimpan untuk dijual. 
3. Upaya represif 
Upaya represif yang dilakukan Kepolisian Resort Maros yaitu 
penegakan hukum bagi pelaku. Penegakan hukum bagi pelaku  
kejahatan merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang efektif. 
Ketika niat pelaku tidak dapat diurungkan dan kesempatan pelaku 
tidak dapat dihilangkan sehingga perilaku jahat tetap terjadi maka 
penegakan hukum terhadap pelaku menjadi solusi yang bijak untuk 
menikmati rasa keadilan. 
Penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resort Maros  
terhadap pelaku kejahatan menyimpan BBM tanpa izin usaha 
penyimpanan, menggunakan istrumen hukum yaitu pasal 53 huruf c, 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat ) tahun dan denda paling 
tinggi Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah); dan pasal 58, 
dengan pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan 
barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana 
dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis 
menarik beberapa kesimpulan, bahwa: 
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan menyimpan BBM 
tanpa izin usaha penyimpanan di Kabupaten Maros yaitu:  
a. Faktor kurangnya pemerataan informasi bagi masyarakat 
tentang UUMGB dan aturan yang terkait BBM.  
Kejahatan menyimpan BBM tanpa izin usaha penyimpanan  di 
Kabupaten Maros yang terjadi selama tahun 2012-2013 
dipengaruhi faktor kurangnya pemerataan informasi yang 
sesungguhnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran akibat 
tidak dimengertinya aturan UUMGB dan aturan yang terkait 
BBM. 
b. Faktor ekonomi.  
Kejahatan menyimpan BBM tanpa izin usaha penyimpanan  di 
Kabupaten Maros yang terjadi sepanjang tahun 2012-2013 juga 
dipengaruhi faktor ekonomi yang sesungguhnya disebabkan 
oleh keinginan pelaku untuk memperoleh keuntungan dari hasil 
kejahatannya. 
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c. Faktor kurangnya kontrol keluarga. 
Kejahatan menyimpan BBM tanpa izin usaha penyimpanan  di 
Kabupaten Maros yang terjadi sepanjang tahun 2012-2013 juga 
dipengaruhi faktor kurangnya kontrol keluarga yang 
sesungguhnya disebabkan oleh hilangnya pengawasan ayah, 
ibu dan anak terhadap perilaku masing-masing dalam hubungan 
keluarga maupun pergaulan sosial.  
2. Kepolisian Resort Maros dalam menanggulangi kejahatan 
menyimpan BBM tanpa izin usaha penyimpanan pada tahun    
2012-2013, melakukan serangkaian upaya penanggulangan :  
a. Penyuluhan 
Upaya penyuluhan merupakan upaya pencegahan terhadap niat 
dari pelaku melalui pemberitahuan mengenai aturan hukum yang 
berkaitan dengan minyak dan gas bumi.  
b. Pemantauan di sekitar SPBU 
Pemantauan disekitar SPBU sebagai salah satu upaya dalam 
menanggulangi kejahatan menyimpan BBM tanpa izin usaha 
penyimpanan, dilakukan dengan memantau setiap kendaraan 
yang memasuki SPBU. Pemantauan dilakukan oleh warga yang 
bekerja sama dengan polisi. 
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c. Patroli oleh BABINKAMTIBMAS KRS 
Patroli oleh BABINKAMTIBMAS KRS sebagai salah satu upaya  
dalam menanggulangi kejahatan menyimpan BBM tanpa izin 
usaha penyimpanan, dilakukan dengan pengawasan dan 
penjagaan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. 
d. Penegakan hukum bagi pelaku 
Penegakan hukum bagi pelaku merupakan upaya 
penanggulangan yang dilakukan dengan penerapan hukum bagi 
pelaku. Menyimpan BBM tanpa izin usaha penyimpanan sebagai 
perilaku jahat diselesaikan dengan penegakan hukum untuk 
memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. 
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B. Saran  
Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan 
beberapa saran sebagai berikut : 
1. Sangat diharapkan bagi pihak Kepolisian untuk menghadirkan 
kamera perekam kejadian di setiap SPBU guna pemantauan akurat 
adanya  keterlibatan pelaku dalam pengambilan BBM. 
2. Sangat diharapkan bagi pihak kepolisian untuk melakukan 
penyampaian informasi tentang UUMGB dan aturan yang terkait 
BBM kepada masyarakat di daerah perbatasan Maros dan daerah 
sekitarnya. 
3. Sangat diharapkan bagi Kementrian ESDM dan pemerintah daerah 
untuk melakukan pemberian kewenangan kegiatan usaha hilir  
kepada instansi seperti Dinas Pertambangan terkait dengan 
pemberian izin usaha penyimpanan. 
4. Sangat diharapkan pengawasan yang dilakukan oleh keluarga 
terhadap anggota keluarganya agar tidak melakukan penyimpangan 
terhadap norma yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Maros.    
5. Sangat diharapkan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia untuk merubah   
pasal 1 angka 1 dan pasal 1 angka 4 UUMGB dengan maksud 
menjadikan komoditas minyak terbaru yaitu biodiesel sebagai salah 
satu bahan bakar minyak. 
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